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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

DA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa sehubungan dengan adanya penetapan dana transfer yang

terdiri dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik), Dana Bagi
Hasil — Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2022;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka penyesuaian alokasi dana
transfer sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dengan
terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimews
Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 13) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);
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11,

12,

13.

14.

15.

16.
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II
Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerinatah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 515);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 49);
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28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49)
sebagaimaana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 127);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 128);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 56);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 129);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Sematang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014  Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
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Menetapkan :

42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021
Nomor 6);

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 0

44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021
Nomor 13);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belatnija Daerah
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
926);

47. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang
Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2021 Nomor 72);

48. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 11);

49. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2021 tentarig Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 78
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 Nomor 78) yang telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Walikota:

a.

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 6);

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahiun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor
11);

diubah sebagai berikut:

1:

2.

Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;

Lampiran II pada kode rekening program, kegiatan dan sub kegiatan
pada:

. Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Rumah Sakit Umum Daerah KRMT. Wongsonegoro;
Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Penataan Ruang;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Pemadam Kebakaran;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Ketahanan Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Arsip dan Perpustakaan;

Dinas Perikanan;

Dinas Pertanian;

Dinas Perdagangan;

aa. Dinas Perindustrian;

bb. Sekretariat Daerah;

cc. Inspektorat;

dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

ff. Badan Pendapatan Daerah;

gg. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

hh. Sekretariat DPRD;

o
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ii. Kecamatan Semarang Selatan;
JJ. Kecamatan Semarang Utara;
kk. Kecamatan Semarang Barat;
1. Kecamatan Semarang Timur;
mm.Kecamatan Semarang Tengah;
nn. Kecamatan Gunungpati;

0o. Kecamatan Tugu;

pp. Kecamatan Mijen;

qq. Kecamatan Genuk;

rr. Kecamatan Gajahmungkur;
ss. Kecamatan Tembalang;

tt. Kecamatan Candisari;

uu. Kecamatan Banyumanik;

vv. Kecamatan Ngaliyan;

ww. Kecamatan Gayamsari;

xx. Kecamatan Pedurungan;

yy. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IT Peraturan Walikota ini;

Lampiran III diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;

Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
angka 2 dan angka 3 diformulasikan lebih lanjut dalam Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 "7

el -

,‘ WALIKOTA SEMARANG o

%ENDRAR PRIHADI

\
i

Di undangkan di Semarang

pada tanggal

¥

Maret 20727

SEKRETARIS-DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR &
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